BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 328 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa  berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor
800/3004/BPBD/2018 menyatakan pada tanggal 12 sampai
dengan 13 Agustus 2018 terjadi bencana angin puting beliung
di kawasan relokasi siosar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) a. Peraturan
Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga, bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja
yang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya,;

bahwa berdasarkan ketentuan pada angka V.19 huruf (d)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui
belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran
dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenan dan/atau
belanja PPKD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Paraturan
Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); 3. Peraturan




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan...



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1969);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 0S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 01);

Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015
Nomor 37);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2017 Nomor 27);

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN...




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1). Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 147.750.976.065,00
b. Dana Perimbangan Rp. 966,272,378,964.00
c. Dana lain-lain pendapatan Rp. 200.285.884.325,00
daerah yang sah

Jumlah Pendapatan Rp. 1,314,309,239,354.00
2). Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 628.405.481.019,00
2) Belanja Hibah Rp. 28.748.400.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/

Kabupaten /Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 5.143.899.991,00

5) Belanja Bantuan
Keuangan kepada

Provinsi/

Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 249.801.592.426,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 406.907.225,00

Rp. 912.699.373.436,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 69.257.639.138,50
2)Belanja barang dan jasa Rp. 288.475.162.343,50
3) Belanja modal Rp. 135.980.446.313,00

Rp. 493.713.247.795,00
Jumlah Belanja Rp. 1.406.319.528.456,00

Surplus/(defisit) Rp. (92.010.289.102,00)

3). Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 92.010.289.102,00
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Rp. 92.010.289.102,00
SiLPA tahun berkenan Rp. 92.010.289.102,00

2. Ketentuan...




Rp.  493.713.247.795,00
Jumlah Belanja Rp. 1.406.319.528.456,00
Surplus/(defisit) Rp.  (92.010.289.102,00)

3). Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 92.010.289.102,00
b. Pengeluaran Rp. =
Jumlah Pembiayaan Rp. 92.010.289.102,00

SiLPA tahun berkenan Rp. 92.010.289.102,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal *7September 2018
BUPATI KARO,

—

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 7] September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 38




